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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana hambatan dalam 
pelaksanaan putusan pengadilan dalam tindak 
pidana korupsi menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara  Pidana dan bagaimana proses 
pelaksanaan putusan pengadilan dalam 
penanganan tindak pidana korupsi menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
yang dengan menggunakan metode penelitian 
hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. 
Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan 
dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh 
jaksa. Sesuai dengan pasal 270 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, eksekusi dapat 
dilakukan oleh jaksa apabila panitera sudah 
mengirimkan salinan surat putusan  kepadanya, 
dan setelah eksekusi dilakukan maka jaksa 
mengirimkan tembusan berita acara 
pelaksanaan putusan pengadilan yang 
ditandatangani olehnya, kepala lembaga 
permasyarakatan dan terpidana kepada 
pengadilan yang memutus perkara pada tingkat 
pertama, dan panitera mencatat dalam register 
pengawasan dan pengamatan. 2. Adapun faktor 
penghambat pelaksanaan pidana denda dalam 
tindak pidana korupsi adalah substansi Hukum 
(Undang-undang) itu sendiri. Karena seperti 
yang telah kita ketahui pada uraian diatas 
dalam Undang-undang Nomor 31Tahun 1999 
tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang 
tata cara pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan Hukum tetap 
kecuali pelaksanaan pidana pembayaran uang 
pengganti kerugian Negara yang diatur secara 
khusus dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) dan juga 
waktu pelaksanaan eksekusi. Meskipun Pasal 
270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
memerintahkan jaksa melaksanakan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, 
setelah salinan surat dikirimkan, tetapi tidak 
ada patokan waktu berapa lama salinan 
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putusan itu harus diselesaikanJadi dalam hal 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh Hukum tetap dalam tindak pidana 
korupsi, Jaksa mengacu pada Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
Kata kunci: pelaksanaan putusan, korupsi 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pelaksanaan putusan peradilan di 
lingkungan peradilan umum, yang memeriksa, 
mengadili dan memutuskan perkara pidana dan 
perdata masih sering diwarnai berbagai 
kendala, serta diragukan ada yang 
bertentangan dengan keadilan, dan supremasi 
hukum. Eksekusi yang gagal dalam kasus 
pidana, sehingga beberapa terdakwa korupsi 
kelas kakap, yang pura-pura sakit, lari ke luar 
negeri, atau menghilang begitu saja. Disamping 
itu, juga ditemui adanya putusan kasasi dari 
Hakim Agung, serta dilanjutkan dengan putusan 
Peninjauan Kembali (PK), serta surat saksi dari 
Mahkamah Agung yang seringkali mengusik 
rasa keadilan. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan dalam tindak pidana 
korupsi menurut Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara  Pidana?” 
2. Bagaimana proses pelaksanaan putusan 
pengadilan dalam penanganan tindak 
pidana korupsi menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana ? 
 
C. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 
normatif, yaitu dengan melihat hokum sebagai 
kaidah (norma).  
 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana 
Pada Pasal 270 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana menentukan bahwa 
pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan 
oleh Jaksa, yang untuk itu panitera 
mengirimkan salinan surat putusan padanya. 
Sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-




Undang Hukum Acara Pidana tersebut 
dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 36 Undang-
Undang nomor4 Tahun 2004 
Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa 
pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara 
pidana dilakukan oleh jaksa. 
Pelaksanaan putusan pengadilan sebagai 
bagian dari penegakan hukum, sangat 
dipengaruhi berbagai fakta. Sejak masa lalu 
seperti telah dikatakan SoerjonoSoekanto 
berhasilnya proses penegakan hukum tersebut, 
senantiasa tergantung pada kaitan yang serasi 
dan paling sedikit empat faktor yaitu3:  
a. Baik buruknya hukum yang berlaku  
b. Baik buruknya mentalisasi penegak hukum  
c. Fasilitas yang cukup atau kurang  
d. Taraf kesadaran dan kepatuhan hukum 
warga masyarakat.  
Ditengah masyarakat kita yang semakin 
berani, menghalalkan segala cara, upaya 
penegakan hukum khususnya pemberantasan 
korupsi harus berani secara fisik, dan serangan 
apapun. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang 
Nomor 14/1970, isi keputusan pengadilan 
selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-
dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-
pasal tertentu dari perturan–peraturan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili, yakni 
sebagai berikut : 
 
1. Bagian Putusan 
Hasil akhir dari pemeriksaan perkara di 
pengadilan karena adanya gugatan dari salah 
satu pihak adalah putusan. Lain halnya dengan 
permohonan yang hasil akhirnya adalah 
penetapan. Perkara permohonan hanya 
mengenal pemohon saja dan tidak ada pihak 
lain sebagai lawan. Suatu putusan pengadilan 
pada hakekatnya dapat dibagi menjadi 4 bagian 
yaitu : 
a. Kepala Putusan 
Setiap putusan pengadilan harus 
mempunyai kepala putusan yang berbunyi : 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa” (pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14/1970). Tulisan 
tersebutlah yang membuat suatu putusan 
mempunyai kekuatan eksekutorial, karena 
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bila dapat suatu putusan tidak terdapat 
tulisan tersebut maka putusan pengadilan 
tersebut tidak dapat dilaksanakan (Pasal 
224 HIR). 
b. Identitas Para Pihak Yang Berperkara 
Dalam putusan pengadilan identitas para 
pihak yang berperkara harus dimuat secara 
jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan dan 
sebagainya, serta nama kuasanya bila yang 
bersangkutan mengkuasakan kepada orang 
lain. 
c. Pertimbangan (Konsideran) 
Bagian ini merupakan dasar dari suatu 
putusan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, 
pertimbangan tentang duduk perkaranya 
(Feitelijkegronden) adalah tentang apa yang 
terjadi di depan pengadilan seringkali 
gugatan dan jawaban dikutip secara 
lengkap dan pertimbangan hukum 
(rechtsgronden) yang menentukan nilai dari 
suatu putusan. 
Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 638 k/Sip/1969, tanggal 
22 Juli 1970 jo Nomor 492 k/Sip/1970, 
tanggal 16 Desember 1970, menyatakan 
bahwa jika suatu putusan pengadilan 
kurang cukup pertimbangannya, hal 
tersebut dapat dijadikan alasan untuk 
mengajukan kasasi yang berakibat batalnya 
putusan tersebut.Sedangkan putusan MARI 
Nomor 372 k/Sip/1970, tangal 1 September 
1971 menyatakan bahwa putusan 
pengadilan yang didasarkan atas 
pertimbangan yang menyimpang dari dasar 
gugatan haruslah dibatalkan. 
d. Amar Putusan (Dictum) 
Putusan MARI Nomor 104 k/Sip/1968, 
menyatakan bahwa hakim wajib mengadili 
semua bagian dari tuntutan, baik dalam 
kopensi maupun dalam rekopensi, bila 
tidak maka putusan tersebut harus 
dibatalkan. Walaupun demikian hakim tidak 
boleh menjatuhkan putusan terhadap 
sesuatu yang tidak dituntut (pasal 178 HIR, 
MARI Nomor 399 k/Sip/1969 tanggal 21 
Februari 1970 dan MARI Nomor 1245 
k/Sip/1974, tanggal 9 November 1976). 
Penyandraan (gijzeling) adalah memasukan 
kedalam penjara orang yang telah dihukum 
oleh putusan pengadilan untuk membayar 
sejumlah uang, tetapi tidak melaksanakan 




putusan tersebut dan tidak ada atau tidak 
cukup mempunyai barang yang dapat disita 
eksekusi. 
Penyanderaan dalam perkara perdata ini 
diatur dalam Pasal 209 s/d Pasal 224 HIR/Pasal 
242 s/d Pasal 257 RBg. Karena penyanderaan 
itu dirasa tidak adil  maka Mahkamah Agung 
dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 
tanggal 22 Januari 1964 mengintruksikan  
kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi dan 
Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk 
tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan 
mengenai sandera (gijzeling). Kemudian dengan 
Surat Edaran Nomor 04 Tahun 1975 tanggal 1 
Desember 1975 Mahkamah Agung menegaskan 
kembali isi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1964 
tanggal 22 Januari 1964 untuk tidak 
menggunakan lembaga  gijzeling, mengingat 
Pasal 33 Undang-Undang Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang menghendaki pelaksanaan 
putusan dengan tidak meninggalkan peri 
kemanusiaan. 
SudiknoMertokusumo, sebagai mana 
diungkapkan  dalam bukunya Hukum Acara 
Perdata Indonesia mengemukakan : 
“Didalam praktek tidak jarang terjadi, 
debitur yang dikalahkan atau akan 
dikalahkan dalam perkara dipengadilan, jauh 
sebelumnya telah mengalihkan harta 
kekayaannya kepada saudaranya atau orang 
lain dengan maksud untuk menghindarkan 
harta kekayaan tersebut dari penyitaan. 
Dengan demikian, si dibetur tampaknya 
sebagai orang yang miskin, tetapi 
sesungguhnya tidak. Mengigat hal semacam 
ini lembaga sandera kiranya masih perlu 
dipertahankan, namun penerapannya harus 
hati-hati.”4 
 
Sejalan dengan pikiran  
SudiknoMertokusumo, tersebut Mahkamah 
Agung kemudian mengeluarkan  Peraturan 
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa 
Badan tanggal 30 Juni 2000 yang mencabut 
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 
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1964 dan Nomor 04 Tahun 19755. Berdasarkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 
2000 ini, debitur (dan ahli waris yang telah 
menerima warisan dari debitur), menanggung, 
atau penjamin hutang yang mampu, tetapi 
tidak mau memenuhi kewajibannya untuk 
membayar hutang-hutangnya (minimal Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat 
dikenakan paksa badan. 
Lemahnya birokrasi di Indonesia, termasuk 
birokrasi di jajaran peradilan, mengakibatkan 
persiapan surat pengantar putusan hakim 
sampai di tingkat pengadilan pertama serta 
penuntut umum, juga diwarnai adanya 
keterlambatan yang kadang-kadang terjadi, 
terdakwa dalam status banding atau kasasi 
dengan dikenakan penahanan dan Rumah 
Tahanan Negara (RUTAN) atau dititipkan pada 
Lembaga Pemasyarakatan, sampai waktu 
penahanan habis, ternyata vonis hakim 
banding, dan kasasi belum turun. Sehingga 
pihak RUTAN atau Lembaga Pemasyarakatan 
serta Jaksa Penuntut Umum dalam posisi 
delematik.  
Secara yuridis dan keadilan terdakwa harus 
dibebankan. Namun dalam vinis yang terlambat 
diterima, justru terdakwa dikenakan pidana 
lebih tinggi sehingga selisih waktu 1 hari atau 
lebih pada jajaran RUTAN dan LAPAS yang 
merampas kemerdekaan orang lain 
sesungguhnya merupakan tindak pidana. 
Beranjak dari fenomena tersebut ditengah 
tetap eksisnya konsolidasi demokrasi, maka 
rule expectation terhadap penegak hukum, 
menurut SoeryonoSoekanto.  
1. Memberikan dan menegakkan keadilan.  
2. Menindak dan menuntut mereka yang 
bersalah dan melanggar   hukum.  
3. Menemukan kebenaran  
4. Mendidik masyarakat agar mentaati 
hukum.  
5.  Memberikan teladan dala kepatuhan 
hukum.  
Undang-Undang Nomor4 tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Undang-
Undang Nomor14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1970 Nomor74 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor2951) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor35 Tahun1999tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor144 
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun1999 
Nomor147 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor3879 dinyatakan 
tidak berlaku.  
Tugas pelaksanaan keputusan hakim yang 
telah mempunyai kekuaan hukum yang tetap 
ini dibebankan kepada Penuntut Umum (Jaksa) 
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai 
berikut :  
a. Pasal 36 Undang-Undang Nomor4 Tahun 
2004 tentang Kehakiman.  
Mengganti pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang Nomor414 Tahun 1970  
1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam 
perkara pidana dilakukan oleh Jaksa  
2) Pengawasan pelaksanaan putusan 
pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua 
pengadilan yang bersangkutan 
berdasarkan Undang-undang.  
3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam 
perkara perdata dilaukan oleh panitera 
dan juru sita dipimpin oleh ketua 
pengadilan  
4) Putusan pengadilan dilaksanakan 
dengan memperhatikan ninai 
keamanan dan keadilan.  
b. Pasal 270-276 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana 
Pasal 270 : Pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu 
panitera mengirim salinan surat putusan 
padanya. 
 
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana “Pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera 
mengirimkan salinan surat putusan 
kepadanya.” Berdasarkan pasal 270 Kitab 
Undang_UndangHukum Acara Pidana, yang 
menentukan bahwa eksekusi dilakukan oleh 
jaksa, setelah panitera mengirimkan salinan 
surat putusan kepadanya. Dalam prakteknya, 
eksekusi putusan tanpa menunjukkan salinan 
putusan itu seringkali mengundang perlawanan 
dari pihak terpidana.  
Permasalahan pertama, terkait dengan 
waktu pelaksanaan eksekusi. Meskipun Pasal 
270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
memerintahkan jaksa melaksanakan putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, 
setelah salinan surat dikirimkan, tetapi tidak 
ada patokan waktu berapa lama salinan 
putusan itu harus diselesaikan. Permasalahan 
kedua, mengenai apa yang dimaksud dengan 
salinan putusan dalam pasal tersebut. Pihak 
pengadilan telah beranggapan bahwa 
sebenarnya jaksa cukup menggunakan petikan 
putusan saja dalam melaksanakan putusan. 
Artinya, lambatnya penyelesaian putusan 
bukan merupakan hambatan bagi jaksa. 
Permasalahan terakhir, muncul sehubungan 
dengan protes atas pelaksanaan putusan yang 
lamban, siapa yang seharusnya 
bertanggungjawab, Pihak pengadilan atau pihak 
kejaksaan. 
Permasalahan waktu pengiriman ini, bukan 
hal baru. Namun demikian, perdebatan yang 
selama ini muncul sebenarnya tidak terkait 
pelaksanaan putusan, melainkan terkait dengan 
pengajuan memori oleh jaksa – meskipun pada 
kenyataannya, entah mengapa, perdebatan 
tersebut tetap berada dalam kerangka Pasal 
270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(padahal ruang lingkup Pasal 270 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana adalah putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap). Adanya keberatan dari pihak kejaksaan 
atas lambannya penyelesaian salinan putusan 
oleh pengadilan, sehubungan dengan waktu 
yang diperoleh jaksa untuk mempersiapkan 
memori banding terkait putusan bebas. Apabila 
salinan putusan terlambat diberikan, dapat 
dibayangkan bagaimana sulitnya jaksa dapat 
mempelajari berkas tersebut dengan baik, serta 
menyelesaikan memori yang akan diajukannya. 
Untuk mengatasi hal tersebut, sejak tahun 
1983, Mahkamah Agung sebenarnya telah 
menegaskan, bahwa untuk perkara tolakan 
(penolakan dakwaan) dalam waktu satu minggu 
pengadilan sudah harus menyampaikan salinan 




putusan terkait kepada pihak kejaksaan. Batas 
waktu ini telah diterima pula oleh pimpinan 
kejaksaan ketika itu yang pada tahun 1995 
mengeluarkan surat edaran yang mengacu 
pada surat edaran Mahkamah Agung tersebut. 
Perkara pidana yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dapat diajukan 
Peninjauan Kembali dan Grasi. Permohonan 
peninjauan kembali dapat diajukan oleh 
terpidana atau ahli warisnya kepada 
Mahkamah Agung kepada panitera pengadilan 
yang telah memutus perkaranya dalam tingkat 
pertama dengan menyebutkan secara jelas 
alasannya. Dan Permintaan peninjauan kembali 
tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu (Pasal 
263-264 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana). 
Jangka waktu penyelesaian salinan putusan 
pidana dalam waktu satu minggu tersebut, 
pada perkembangannya kemudian, diubah 
menjadi empat belas hari. Mahkamah Agung 
mengeluarkan surat edaran pada tahun 2010, 
kemudian diperbaharui pada tahun 2011, yang 
menyesuaikan jangka waktu tersebut dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang Paket 
Peradilan. Selain mengubah batas waktu 
pengiriman salinan  putusan, surat edaran juga 
mengatur bahwa petikan putusan (hanya 
amarnya saja) sudah dapat dikirimkan segera 
setelah putusan diucapkan. Mahkamah Agung 
menganggap wajar apabila jangka waktu 
pengiriman itu diberi batas, yakni eksekusi 




1. Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan 
dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh 
jaksa. Sesuai dengan pasal 270 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
eksekusi dapat dilakukan oleh jaksa apabila 
panitera sudah mengirimkan salinan surat 
putusan  kepadanya, dan setelah eksekusi 
dilakukan maka jaksa mengirimkan 
tembusan berita acara pelaksanaan 
putusan pengadilan yang ditandatangani 
olehnya, kepala lembaga permasyarakatan 
dan terpidana kepada pengadilan yang 
memutus perkara pada tingkat pertama, 
dan panitera mencatat dalam register 
pengawasan dan pengamatan. 
2. Adapun faktor penghambat pelaksanaan 
pidana denda dalam tindak pidana korupsi 
adalah substansi Hukum (Undang-undang) 
itu sendiri. Karena seperti yang telah kita 
ketahui pada uraian diatas dalam Undang-
undang Nomor 31Tahun 1999 tidak ada 
aturan khusus yang mengatur tentang tata 
cara pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan Hukum tetap 
kecuali pelaksanaan pidana pembayaran 
uang pengganti kerugian Negara yang 
diatur secara khusus dalam pasal 18 ayat 
(2) dan (3) dan juga waktu pelaksanaan 
eksekusi. Meskipun Pasal 270 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
memerintahkan jaksa melaksanakan 
putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap, setelah salinan surat 
dikirimkan, tetapi tidak ada patokan waktu 
berapa lama salinan putusan itu harus 
diselesaikanJadi dalam hal pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah 
memperoleh Hukum tetap dalam tindak 
pidana korupsi, Jaksa mengacu pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
 
B. Saran-Saran 
1. Agar di dalam Undang-undang Tindak 
Pidana Korupsi diatur secara Khusustata 
cara pelaksanaan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap,baik waktu penerimaan surat 
keputusan maupun waktu pelaksanaan 
penetapan eksekusi ataupun hukum 
2. Penulis menyarankan agar sebaiknya 
seluruh pihak baik itu pemerintahmaupun 
masyarakat untuk lebih meningkatkan 
usaha pencegahan danpemeberantasan 
serta tidak melakukan tindak pidana 
korupsi dalam bentukapapun. Karena selain 
bisa menyebabkan kita di pidana, apabila 
secara nyatadan meyakinkan terbukti 
melakukan tindak pidana tersebut. Korupsi 
jugasecara tidak langsung dapat merugikan 
keuangan dan perekonomian Negaradan 
menghambat pembangunan nasional. 
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